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BUPATI PASANGKAYU  

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU 

NOMOR 16 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASANGKAYU, 
 

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2026 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025; 

Mengingat:  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4270); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7153); 

  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2026 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pasangkayu. 
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3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA 
adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi 
pendapatan, belanja, transfer, suplus/defisit dan pembiayaan 
dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 
dibandingkan dengan anggarannya. 

 
Pasal 2 

LRA dalam Peraturan ini meliputi: 
a. ringkasan LRA Tahun Anggaran 2025; dan 
b. penjabaran LRA Tahun Anggaran 2025. 

 

Pasal 3 
Ringkasan LRA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 4 

Ringkasan LRA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran LRA Tahun 
Anggaran 2025. 

 
Pasal 5 

Penjabaran LRA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran II yang merupakan 
bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pasangkayu. 

 

Ditetapkan di Pasangkayu 
pada tanggal 31 Agustus 2026 

BUPATI PASANGKAYU, 

                Ttd. 

YAUMIL AMBO DJIWA 

Diundangkan di Pasangkayu 
pada tanggal  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, 
 
   
 
MUH. ZAIN MACHMOED 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026 NOMOR  


